
  

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Strategi  

 

1. Pengertian Strategi 

 

Menurut Hasibuan (2000: 124): 

Strategi adalah cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkungan 

yang selalu berubah dan membantu organisasi untuk memecahkan masalah 

terpenting yang dihadapi. Dengan strategi, organisasi dapat membangun 

kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang, sembari mengatasi dan 

meminimalkan kelemahan dan ancaman dari luar. 

 

 

Menurut Siswanto (2002: 14), strategi adalah upaya yang didisiplinkan untuk 

membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu 

bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa 

organisasi mengerjakan hal seperti itu. 

 

Menurut J. Winardi (2003:112):  

Strategi sebagai sebuah rencana atau semacam arah rangkaian tindakan 

tententu di dalam suatu organisasi merupakan pedoman atau kelompok 

pedoman untuk menghadapi situasi tertentu. Sebagai sebuah rencana, 

strategi memiliki dua karakteristik esensial, yaitu disusun sebelum 

rangkaian tindakan tertentu dilaksanakan dan dikembangkan secara sadar 

dengan tujuan tertentu. Seringkali strategi dinyatakan secara eksplisit, 

dalam dokumen-dokumen yang dikenal sebagai rencana-rencana, tetapi 

ada kalanya strategi tidak dinyatakan secara formal, meski hal itu jelas 

tercantum dalam benak orang-orang yang berkepentingan. Definisi ini 

menitikberatkan strategi sebagai sebuah rencana, metode, atau suatu seri 

manuver atau strategisme yang dilaksanakan untuk mencapai hasil atau 

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. 
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Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan strategi dalam penelitian ini adalah sebuah rencana atau arah 

tindakan tertentu yang digunakan suatu organisasi sebagai pedoman dalam 

melaksanakan aktivitas atau kinerja. Strategi dalam hal ini dapat dinyatakan 

secara eksplisit berupa dokumen dan dilaksanakan secara sadar oleh pimpinan 

organisasi untuk tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 

2. Dimensi-Dimensi Strategi  

Menurut J. Winardi (2003: 113-114), berbagai dimensi yang terdapat dalam 

strategi pada suatu organisasi adalah sebagai berikut:  

a. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting dan yang perlu 

dicapai. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran menyatkan apa saja yang yang 

perlu dicapai, kapan hasil-hasil harus dilaksanakan. Dari sasaran-sasaran 

nilai, menyatakan ke arah mana organisasi tersebut menuju, melalui 

berbagai macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang 

menetapkan sifat organisasi, dan menetapkan target bagi setiap kesatuan 

keorganisasiannya.  

b. Kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau 

membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan (policies) merupakan 

peratutan-peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas 

di dalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian 

seringkali mencapai keputusan-keputusan kontingen, guna menyelesaikan 

konflik antara sasaran-sasaran spesifik.  

c. Tahapan-tahapan tindakan pokok atau program-program yang akan 

mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang telah 

digariskan. Program-program menspesifikasi langkah demi langkah 

tahapan-tahapan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran 

utama. Mereka menyatakan bagaimana sasaran-sasaran akan tercapai di 

dalam batas-batas oleh kebijakan. Mereka menyatakan bahwa sumber-

sumber daya diarahkan ke arah pencapaian tujuan dan dengan apa 

kemajuan organisasi dapat diukur.  

 

3. Proses Strategi dalam Organisasi  

 

Menurut Hasibuan (2000: 131-132), proses strategi dalam organisasi meliputi 

delapan langkah, yaitu: 
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a. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. 

Tujuan langkah pertama adalah menegosiasikan kesepakatan dengan 

orang-orang penting pembuat keputusan (decision makers) atau 

pembentuk opini (opinion leaders) internal (dan mungkin eksternal) 

tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan 

yang terpenting. 

b. Mengidentifikasi mandat organisasi 

Mandat formal dan informal yang ditempatkan pada organisasi adalah 

“keharusan” yang dihadapi organisasi. 

c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi 

Misi organisasi yang berkaitan erat dengan mandatnya, pembenaran sosial 

bagi keberadaannya. 

d. Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman 

Mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi 

peluang dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. 

e. Menilai lingkungan internal: Kekuatan dan kelemahan 

Untuk mengenali kekuasaan dan kelemahan internal, organisasi dapat 

memantau sumber daya (inputs), strategi sekarang (process), dan kinerja 

(outputs).  

f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi 

Isu strategis, meliputi konflik satu jenis atau lainnya. Konflik dapat 

menyangkut tujuan (apa); cara (bagaimana); filsafat (mengapa); tempat (di 

mana); waktu (kapan); dan kelompok yang mungkin diuntungkan atau 

tidak diuntungkan oleh cara yang berbeda dalam pemecahan isu (siapa).  

g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu 

Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, 

keputusan, atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana 

organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, mengapa organisasi harus 

melakukan hal tersebut.  

h. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan 

Langkah terakhir dari proses manajemen strategis adalah mengembangkan 

deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil 

mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya. 

 

 

4. Pendekatan Strategi dalam Organisasi  

 

Menurut Hasibuan (2000: 2-4), strategi dalam organisasi dapat dirumuskan 

dengan perumusan fungsi-fungsi manajemen, yang meliputi:  

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan suatu fungsi vital dari manajemen, perencanaan 

berarti menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara 

melakukannya. Dengan demikian perencanaan dapat dianggap sebagai 

suatu keputusan yang dibuat sekarang sebagai tindakan-tindakan untuk 

masa yang akan datang.  
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b. Pengorganisasian (Organizing)  

Setelah organisasi menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan, maka 

harus dibentuk suatu organisasi yang merupakan alat untuk mencapai 

tujuan. Pengorganisasian ini dapat diartikan sebagai penentuan 

penggolongan dan penyusunan aktivitas-aktivitas yang diperlukan, 

penentuan orang-orang yang melaksanakan, penyediaan alat-alat dan 

pendelegasian wewenang yang ditugaskan dalam bidang masing-masing.  

c. Pelaksanaan (Actuating)  

Jika sudah mempunyai rencana dan organisasi yang akan melaksanakan 

rencana tersebut, maka selanjutnya adalah melakukan pekerjaan tersebut. 

Pelaksanaan di sini merupakan suatu usaha untuk menggerakkan anggota-

anggota kelompok sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk 

mencapai sasaran organisasi. Dengan demikian pada fungsi ini berarti 

mengusahakan agar pegawai mau bekerja sama dengan lebih efisien, untuk 

menyukai pekerjaan mereka, mengembangkan keahlian dan kemampuan 

dalam rangka mencapai tujuan.  

d. Pengawasan (Controlling)  

Pengawasan merupakan uatu tindakan mengamati, membandingkan 

pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya jika terjadi 

penyimpangan dan jika perlu menyesuaikan kembali rencana yang dibuat.  

 

 

5. Strategi Sebagai Bagian Integral Kebijakan Organisasi   

 

 

Menurut Friedrich dalam Wahab (1997: 3): 

Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan 

oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu 

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari 

peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan 

dalam upaya mencapai tujuan tersebut.   

 

Kebijaksanaan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-

praktek yang terarah. Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang 

mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor 

dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.  

 

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan 

dan pejabat-pejabat pemerintah dimana implikasi dari kebijakan itu adalah: 

Kebijakan Publik memiliki tujuan tertentu, berisi tindakan-tindakan pemerintah, 
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merupakan hal yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bukan apa yang 

masih dimaksudkan untuk dilakukan, bisa bersifat positif (tindakan pemerintah 

mengenai segala sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan 

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu), Kebijakan Publik dalam arti positif 

setidak-tidaknya didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat 

dan memaksa. Istilah kebijakan sering dipertukarkan penggunaannya dengan 

tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, 

dan rancangan besar  

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa kebijakan publik 

merupakan suatu keputusan/tindakan yang memiliki tujuan dan maksud, serta 

akibat yang dilakukan oleh seorang, sekelompok orang atau pemerintah dalam 

mengatasi suatu persoalan atau masalah dalam sebuah lingkungan tertentu demi 

kepentingan seluruh masyarakat. 

 

Sebagai suatu sistem yang terdiri atas sub-sistem atau elemen, komposisi dari 

kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif: dari proses kebijakan dan dari struktur 

kebijakan. Dari sisi proses kebijakan, terdapat tahap-tahap sebagai berikut: 

identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi 

kebijakan. Dilihat dari segi struktur terdapat lima unsur kebijakan menurut  wahab 

(1997: 6): 

 

a. Tujuan Kebijakan 

Suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada 

tujuan tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian tujuan menjadi unsur 

pertama dari suatu kebijakan. Namun tidak demikian semua kebijakan 

mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu. Perbedaan terletak tidak 

sekedar pada jangka waktu mencapai tujuan dimaksud, tetapi juga ada 

posisi, gambaran, orientasi dan dukunganya. Kebijakan yang baik 
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mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya 

memenuhi empat kriteria: diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis 

(rational or realistic), jelas (clear), dan berorientasi ke depan (future 

oriented) 

b. Masalah 

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. 

Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan 

kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tak ada artinya suatu cara 

atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan kalau 

pemecahannya dilakukan bagi masalah yang tidak benar. Dengan cara lain 

dapat dikatakan, kalau suatu masalah telah dapat diidentifikasikan secara 

tepat, berarti sebagian pekerjaan dapat dianggap sudah dikuasai. 

c. Tuntutan (demand) 

Sudah diketahui partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju. 

Partisipasi itu berbentuk dukungan, tuntutan dan tantangan atau kritik 

seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat moderat 

atau radikal. Tergantung pada urgensi dari tuntutan tersebut  

d. Dampak atau outcomes 

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari 

tercapainya suatu tujuan.  

e. Sarana atau alat kebijakan (policy instruments) 

Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang 

dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain: kekuasaan, insentif, 

pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri 

 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena 

melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses 

penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan-

tahapan dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut (Winarno,2008:32-34): 

a. Tahap Penyusunan Agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 

untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa 

masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap 

ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah 

yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah 

karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.  

b. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk 

kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut 

berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy 

alternatives/policy options). Sama halnya dengan perjuangan suatu 
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masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan 

kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai 

kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, 

masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulka pemecahan 

masalah terbaik.  

 

c. Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus 

kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi 

dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara direktur 

lembaga atau keputusan peradilan. 

 

d. Tahap Implementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika 

program tersebut tidak diimplementasikan.oleh karena itu, program 

kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus 

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi 

maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah 

diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan 

sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai 

kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan 

mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin 

akan ditentang oleh pelaksana. 

 

e. Tahap Penilaian Kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi 

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu 

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk 

meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah 

yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran 

atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan 

publik telah meraih dampak yang diinginkan. 

 

 

Istilah kebijakan dewasa ini telah digunakan untuk menjelaskan hal yang 

beragam. Menurut Agustino (2008: 22-23), penggunaan istilah kebijakan dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Kebijakan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan tertentu 

Dalam konteks ini, kata kebijakan digunakan untuk menjelaskan bidang 

kegiatan pemerintahan atau bidang kegiatan di mana pemerintah terlibat di 

dalamnya, seperti kebijakan ekonomi atau kebijakan luar negeri   

b. Kebijakan sebagai ekspresi mengenai tujuan umum/keadaan yang 

dikehendaki  
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Kebijakan dalam hal ini digunakan untuk menyatakan kehendak dan 

kondisi yang dituju, seperti pernyataan tentang tujuan pembangunan di 

bidang SDM untuk mewujudkan aparatur yang bersih.   

c. Kebijakan sebagai bidang proposal tertentu  

Dalam konteks ini, kebijakan lebih berupa proposal, seperti misalnya 

usulan RUU di Bidang Keamanan dan Pertahanan atau RUU di Bidang 

Kepegawaian.   

d. Kebijakan sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah 

Sebagai contoh adalah keputusan untuk melakakukan perombakan 

terhadap suatu sistem administrasi negara   

e. Kebijakan sebagai sebuah pengesahan formal 

Di sini kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, namun telah sebagai 

keputusan yang sah. Sebagai contohnya adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 

yang merupakan keputusan sah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.  

f. Kebijakan sebagai sebuah program  

Kebijakan dalam hal ini adalah program yang akan dilaksanakan. Sebagai 

contoh adalah peningkatan pendaya gunaan aparatur negara, yang 

menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, termasuk cara 

pengorganisasiannya. 

g. Kebijakan sebagai out put atau apa yang ingin dihasilkan 

Kebijakan dalam hal ini adalah adalah out put yang akan dihasilkan dari 

suatu kegiatan, seperti misalnya pelayanan yang murah dan cepat atau 

pegawai negeri sipil yang profesional.  

h. Kebijakan sebagai out come  

Kebijakan di sini digunakan untuk menyatakan dampak yang diharapkan 

dari suatu kegiatan, seperti pemerintahan yang efektif dan efesien. 

 

 

Menurut Wahab (1997: 95-96): 

Formulasi kebijakan merupakan aktivitas fungsional utama berupa 

formulasi usulan kebijakan (policy proposal) kepada otoritas yang 

berwenang untuk mendapatkan tindakan yang akan dikaji dan ditetapkan 

sebagai kebijakan pemerintah secara formal oleh instansi yang berwenang.  

 

 

Formulasi kebijakan publik mensyaratkan pengetahuan tentang berbagai hal yang 

berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil. Pengetahuan tersebut harus 

dimiliki oleh aktor-aktor kebijakan atau pembuat kebijakan. 

 

Menurut Wahab (1997: 97), dalam memformulasikan kebijakan, para pembuat 

kebijakan harus memahami atau memiliki pengetahuan sebagai berikut: 
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a. Preferensi nilai-nilai masyarakat dan kecenderungannya 

b. Pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia 

c. Konsekuensi-konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan 

d. Rasio yang dicapai bagi setiap nilai sosial yang dikorbankan pada setiap 

alternatif kebijakan 

e. Memilih kebijakan yang paling efisien 

 

Menurut Wahab (1997: 98), tahapan proses formulasi kebijakan publik adalah: 

1. Penyiapan agenda, yang merupakan tahap untuk menetapkan issu mana 

saja yang akan direspon oleh pemerintah. 

2. Formulasi alternatif, yang merupakan tahap untuk menentukan tujuan serta 

berbagai alternatif untuk mencapai tujuan. 

3. Penetapan kebijakan, yang merupakan tahap untuk menentukan alternatif 

atau pilihan mana yang akan dilaksanakan. 

4. Pelaksanaan kebijakan, yang merupakan tahap untuk melaksanakan 

pilihan yang diambil.    

5. Tahap evaluasi, yang merupakan tahap untuk menilai sejauh mana upaya-

upaya yang dilakukan sesuai dengan tujuan semula. 

6. Penyempurnaan kebijakan, yaitu dengan mengoreksi pelaksnaan kebijakan 

7. Terminasi, merupakan tahap akhir untuk mengakhiri kebijakan, baik 

karena tujuan yang sudah dicapai maupun yang disebabkan oleh kebijakan 

tersebut yang dirasakan tidak diperlukan lagi. 

 

 

Menurut Hasibuan (2000: 59),  

Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan 

mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur 

rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia 

menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa 

dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan 

implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan 

proses kebijakan 

 

 

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu 

tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di 

dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa 

implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, 

bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan 

diukur.   
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Penjelasan di atas menunjukkan bahwa komponen tujuan yang luas dan sasaran 

yang spesifik diperjelas kemudian diintepretasikan. Cara ini biasa disebut 

implementasi, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta 

baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya 

upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta 

mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan. 

 

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan 

Elmore sebagaimana dikutip Agustino (2008: 69): 

Implementasi kebijakan adalah keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kebijakan.  Mempelajari masalah implementasi 

kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi 

sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-

peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan 

kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikan maupun 

usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun 

peristiwa-peristiwa. Intinya implementasi kebijakan berarti pelaksanaan 

dari suatu kebijakan atau program. 

  

 

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan 

tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung 

jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target 

group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan 

sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak 

yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak 

baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan. Untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa 

persyaratan, antara lain: kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi 
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pelaksana; tersedia waktu dan sumber daya; keterpaduan sumber daya yang 

diperlukan; implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; 

hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung; 

hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; kesamaan persepsi dan 

kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara 

sistematis; komunikasi dan koordinasi yang baik; Pihak-pihak yang berwenang 

dapat menuntut kepatuhan pihak lain. 

 

6. Indikator Strategi  

 

 

Menurut Handoko (2004: 56-57), beberapa indikator yang dapat diterapkan dalam 

pelaksanaan suatu strategi oleh organisasi adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun perencanaan 

Dalam tahap ini organisasi perlu menyusun perencanaan yang baik 

sebelum melaksanakan suatu program kerja atau kegiatan, melalui analisis 

kebutuhan yang diperlukan dalam perencanaan organisasi. Selain itu 

organisasi perlu menentukan cakupan atau ruang lingkup pekerjaaan 

sesuai dengan bidangnya masing-masing, agar pelaksanaan pekerjaan 

menjadi lebih optimal dalam mencapai hasil yang diharapkan. 

 

b. Penerapan perangkat kerja yang memadai  

Dalam tahap ini organisasi perlu menerapkan sarana atau perangkat 

pekerjaan yang modern dalam rangka mempermudah pelaksanaan 

pekerjaan secara lebih efektif dan efesien   

 

c. Pengaturan mekanisme pelaksanaan pekerjaan secara jelas 

Dalam tahap ini organisasi perlu menerapkan pengaturan mekanisme 

pelaksanaan pekerjaan secara jelas dan terorganisasi dengan baik, sehingga 

tidak ada over lapping (tumpang tindih) dalam pelaksanaan pekerjaan.   

 

 

d. Penerapan sistem evaluasi  

Dalam tahap ini organisasi perlu menerapkan sistem evaluasi yang baik 

dalam rangka mengontrol atau memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan 

telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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B. Tinjauan Tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 

1. Pengertian Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

Tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang 

dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

pemerintahan daerah. Sesuai dengan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan 

Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada 

peraturan pemerintah. 

 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau 

walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, 

sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sementara itu 

Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, 

sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan 

kelurahan. 

 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah 

dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan daerah mengatur 

mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Rincian 

tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/ 

walikota. 

 

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi  

 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:    

(1) Sekretariat Daerah, sekretariat daerah merupakan unsur staf 

(2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur 

dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga 

teknis daerah. 

(3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; 

b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis 

daerah; 

c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 
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d) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

(4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah 

(5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

gubernur. 

 

3. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:    

(1) Sekretariat Daerah 

 

Sekretariat daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan 

kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan 

mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat daerah 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi: 

(a) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; 

(b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis 

daerah; 

(c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 

(d) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan 

(e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. 

 

(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut 

sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat 

DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, 

administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan 

menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dalam 

melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi: 

(a) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

(b) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

(c) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan 

(d) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

 

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan, yang secara teknis 

operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD 

dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui 

Sekretaris Daerah. 

 

(3) Inspektorat 

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas 
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penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan 

desa. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: 

(a) Perencanaan program pengawasan; 

(b) Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan; dan 

(c) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. 

Inspektorat dipimpin oleh inspektur, yang  dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan secara teknis 

administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. 

(4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencana 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan 

pembangunan daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah dalam 

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

(a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan; 

(b) Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; 

(c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan 

daerah; dan 

(d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota 

melalui sekretaris daerah. 
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(5) Dinas Daerah 

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai 

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi 

dan tugas pembantuan.Dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi: 

(a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

(c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

(d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Pada 

dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan 

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang 

mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 

 

(6) Lembaga Teknis Daerah 

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan 

tugasnya menyelenggarakan fungsi: 

(a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 
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(c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

(d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit. 

Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, 

yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk 

rumah sakit dipimpin oleh direktur. Kepala dan direktur tersebut 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota 

melalui sekretaris daerah. Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan 

dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 

wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 

 

4. Perumpunan Urusan Pemerintahan 

 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

Tentang Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan organisasi perangkat daerah 

berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. 

Penanganan urusan tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. 

Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka 

penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang 

dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah. Perumpunan 

urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari: 

(1) Bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 

(2) Bidang kesehatan; 

(3) Bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; 

(4) Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 
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(5) Bidang kependudukan dan catatan sipil; 

(6) Bidang kebudayaan dan pariwisata; 

(7) Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan 

tata ruang; 

(8) Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan 

menengah, industri dan perdagangan; 

(9) Bidang pelayanan pertanahan; 

(10) Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, 

kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan; 

(11) Bidang pertambangan dan energi; dan bidang pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset. 

 

Sedangkan Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, 

inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari: 

(1) Bidang perencanaan pembangunan dan statistik; 

(2) Bidang penelitian dan pengembangan; 

(3) Bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; 

(4) Bidang lingkungan hidup; 

(5) Bidang ketahanan pangan; 

(6) Bidang penanaman modal; 

(7) Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; 

(8) Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 

(9) Bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 

(10) Bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

(11) Bdang pengawasan;  

(12) Bidang pelayanan kesehatan. 

 

Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan 

pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, 

kekhasan dan potensi unggulan daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, 

pelayanan administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak 

termasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah 

dilaksanakan oleh sekretariat daerah. 

 

5. Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah  

 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembinaan dan pengendalian organisasi 
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perangkat daerah provinsi dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan Pembinaan dan 

pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh 

gubernur. 

 

Pembinaan dan pengendalian organisasi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan organisasi 

perangkat daerah. Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah 

dilakukan melalui fasilitas terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi 

perangkat daerah yang telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dan 

DPRD. 

 

Rancangan peraturan daerah disampaikan kepada gubernur bagi organisasi 

perangkat daerah kabupaten/kota dan kepada Menteri bagi organisasi perangkat 

daerah provinsi. Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur dilakukan 

paling lama 15 hari kerja setelah diterima rancangan peraturan daerah. Apabila 

dalam tenggang waktu tersebnt tidak memberikan fasilitasi, maka rancangan 

peraturan daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Peraturan daerah 

provinsi tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada Menteri 

paling lama 15 hari kerja setelah ditetapkan. Peraturan daerah kabupaten/kota 

tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada gubernur paling 

lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan, dengan tembusan Menteri. 

Peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan 

pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 

ini dapat dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penataan organisasi perangkat 

daerah. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

 

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan 

antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari 

urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan 

urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antartingkatan dan susunan 

pemerintahan atau konkuren.  

 

Menurut Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah, 

pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembagian. Menurut Pasal 10 Ayat (3), urusan pemerintah yang menjadi 
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wewenang Pemerintah pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 

yustisia, moneter dan fiskal serta agama. 

 

Menurut Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan 

pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;  

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;  

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;  

5. Penanganan bidang kesehatan;  

6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;  

7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;  

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;  

9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas 

kabupaten/kota;  

10. Pengendalian lingkungan hidup;  

11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;  

12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;  

13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;  

14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;  

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh 

kabupaten/kota ; dan  

16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

 

 

Selanjutnya menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;  

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;  

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;  

5. Penanganan bidang kesehatan;  

6. Penyelenggaraan pendidikan;  

7. Penanggulangan masalah sosial;  

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;  

9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;  

10. Pengendalian lingkungan hidup;  

11. Pelayanan pertanahan;  

12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;  

13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;  
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14. Pelayanan administrasi penanaman modal;  

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan  

16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

 

 

Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antartingkatan dan 

susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain 

urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan 

demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren 

senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, 

pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Untuk 

mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut 

secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan 

pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan 

pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
 
 

 

Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu 

kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan 

antartingkatan dan susunan pemerintahan. Kriteria eksternalitas didasarkan atas 

pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan 

pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya 

tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan 

kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan 

dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan 

urusan pemerintahan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi 

yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat.
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Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan 

pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan 

agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang 

sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan 

ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria 

eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui 

kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.
 
 

 

C. Tinjauan Tentang Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung  

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

Tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diketahui bahwa Dinas daerah 

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan.Dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan 

fungsi: 

(1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

(3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;  

(4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Pada dinas 

daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian 
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kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 

wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 

 

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, tugas pokok 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai adalah melaksanakan 

urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas 

pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

a) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut 

b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya 

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan  

d) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

 

2. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, tujuan Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

a) Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku Sumber Daya Manusia 

(SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Sub Sektor 

Perhubungan maupun diklat dan pelatihan lainnya. 
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b) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu 

menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi. 

c) Terkendalinya pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan pengawasan serta 

pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan (orang dan barang). 

d) Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah terkait 

dengan Program Perencanaan Pusat dan Daerah dalam sektor transportasi.  

e) Menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang telah ada 

maupun potensi Pendapatan yang belum dapat dimaksimalkan dari Sektor 

Transportasi. 

 

3. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

 

Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk 

mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan ketentuan yang telah disepakati 

pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan 

pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur 

pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam 

upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi Dinas. Kebijakan Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai berikut: 

1)    Kebijakan Internal 

a. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan 

manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. 

b. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja, dan 

perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. 
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c. Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan 

tingkat pelayanan (Level of Service), kenyamanan dan keamanan 

pemakaian jalan. 

d. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta 

kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas 

penunjang prasarana lalu lintas. 

e. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di 

bangun prasarana terminal yang representatif. 

f. Untuk menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan 

jalan, perlu diadakan fasilitas parkir umum, dengan diadakannya 

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan parkir tersebut. 

g. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib 

uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan. 

h. Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu 

didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan. 

i. Perlu dilibatkannya Personil Dinas Perhubungan dalam membantu 

pengendalian arus lalu lintas, guna menunjang kelancaran dan ketertiban 

berlalu lintas. 

j. Untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat 

dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. 

 

2)    Kebijakan Eksternal 

a. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya 

transportasi. 
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b. Pembinanaan terhadap pemilik/ pengusaha angkutan yang berdomisili 

didalam Kota Bandar Lampung 

c. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi. 

d. Pembangunan lanjutan terminal type A Rajabasa. 

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2012) 

 

4. Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

 

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata 

yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Berdasarkan visi, misi, 

tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan serta dengan 

memperhitungkan faktor kekuatan/ kelemahan dan peluang/ ancaman yang ada 

maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan transportasi di 

Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

a) Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparatur Dinas Perhubungan 

melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan Sub Sektor 

Perhubungan maupun pendidikan dan pelatihan lainnya. 

b) Memfasilitasi kelancaran angkutan penumpang dan barang melalui 

penyediaan prasarana transportasi yang aman, lancar, tertib, teratur, nyaman, 

efisien dan terjangkau. 

c) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat (Kementrian 

Perhubungan), maupun Daerah guna menciptakan sinergitas cara kelancaran 

dalam pelaksanaan tugas. 
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d) Meningkatkan produktifitas ekonomi melalui penyediaan dan transportasi 

yang menunjang dan dapat menggerakkan interaksi ekonorni masyarakat 

secara terpadu, tertib, lancar dan efisien.  

e) Menunjang mobilitas masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan 

penyedian sarana perhubungan untuk segenap lapisan masyarakat. 

f) Memelihara dan mempertahankan kwalitas lingkungan melalui penyediaan 

sarana dan prasarana transportasi. 

g) Memantapkan ketersediaan dan sumber pembiayaan kebutuhan penyediaan 

jasa dan pembangunan prasarana transportasi. 

h) Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah sektor transportasi. 

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2012) 

 

D. Tinjauan Tentang Pemungutan Retribusi Parkir  

 

 

1. Konsepsi Pemungutan 

 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 447), pemungutan berasal dari 

kata „pungut‟ dan mendapatkan imbuhan me – kan, yang berarti suatu kegiatan 

memungut atau mengambil sesuatu.  

 

Menurut Pangestu (2005: 54):  

Pemungutan adalah kegiatan atau aktivitas mengambil sejumlah uang yang 

dilakukan oleh seseorang atau bahan usaha dari orang lain sebagai 

pembayaran atas imbalan atas penggunaan fasilitas atau jasa yang 

diberikan terhadapnya. Pembayaran tersebut bersifat wajib karena si 

pembayar telah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari orang lain.   
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Menurut Lesmono (2002: 13): 

Pemungutan adalah kegiatan mengambil sejumlah uang sebagai sewa atau 

pembayaran atas penggunaan fasilitas atau ruang tertentu yang digunakan 

oleh seseorang untuk kepentingannya.  

 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan 

pemungutan dalam penelitian ini adalah  kegiatan atau aktivitas mengambil 

sejumlah uang dari orang lain sebagai pembayaran  atas sewa atas penggunaan 

fasilitas atau pemanfaatan ruang tertentu.    

 

2. Konsepsi Retribusi Parkir 

 

 

Menurut Pasal 1 Ayat (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi daerah adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau Badan. 

Maknanya adalah retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan barang atau 

jasa yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya dilakukan 

umumnya di tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada badan 

atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas 

(dijatahkan) atau pembayaran dengan periode tertentu yang telah disepakati. 

Permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah dikatakan 

pula bahwa persaingan retribusi antara pemerintah daerah tidak akan menjadi 

bahan pertimbangan dalam menentukan tarif, yang penting adalah bila ada 

pemerintah daerah yang berdekatan mengadakan atau menyediakan barang atau 
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jasa yang sama, maka saling tukar informasi menjadi penting untuk mengurangi 

kerugian. 

 

 

Menurut Kaho (2001: 32), ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut: 

a) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah; 

b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang 

langsung dapat ditunjuk; 

c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkannya atau dengan 

jasa yang disiapkan daerah. 

 

Menurut Pasal 125 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah:  

(1)  Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

(2)  Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

Retribusi Jasa Umum.  

 

Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Objek Retribusi Jasa Usaha adalah 

pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip 

komersial yang meliputi:  

(a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum 

dimanfaatkan secara optimal; dan/atau  
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(b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara 

memadai oleh pihak swasta.  

 

Secara terperinci mengenai jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha disebutkan pada Pasal 

127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang meliputi :  

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;  

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;  

c) Retribusi Tempat Pelelangan;  

d) Retribusi Terminal;  

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;  

f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;  

g) Retribusi Rumah Potong Hewan;  

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;  

i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

 

Berdasarkan ketentuan pasal di atas maka diketahui bahwa retribusi parkir 

termasuk salah satu objek retribusi yang dapat dioptimalisasikan oleh Pemerintah 

Daerah.  

 

Menurut Pangestu (2005: 54):  

Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat 

pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan 

kegiatan pada kurun waktu. Pusat kota sebagai kawasan penarik 

perjalanan, telah menimbulkan banyak permasalahan di bidang lalu lintas, 

antara lain tingkat penggunaan fasilitas parkir yang tidak merata dan 

keterbatasan penyediaan lokasi parkir di pusat kota. Fasilitas parkir 

sebagai salah satu elemen penting dalam sistem transportasi perkotaan saat 

ini, perlu pengaturan dalam penggunaannya.  
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Fasilitas parkir yang efisien dapat menciptakan lalu lintas di kawasan tersebut 

menjadi lebih tertib dan lancar. Pemilihan lokasi parkir terkait dengan tingkat 

kepuasan yang didapatkan oleh para pengguna parkir dalam memilih lokasi parkir, 

antara lain disebabkan oleh tarif, jarak berjalan menuju tempat tujuan, 

kenyamanan dan keamanan, dan kemudahan mendapat lokasi parkir.  

 

Menurut Lesmono (2002: 13): 

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang 

lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan. Parkir sebagai 

tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan 

angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat 

dalam jangka waktu tertentu  

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa parkir 

adalah tempat memberhentikan dan menyimpan kendaraan, baik mobil atau 

sepeda motor untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut 

dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung 

kendaraan tersebut. 

 

3. Konsepsi Pemungutan Retribusi Parkir 

 

 

Menurut Lesmono (2002: 15):  

Pemungutan retribusi parkir adalah kegiatan mengambil sejumlah uang 

yang dilakukan oleh juru parkir dari masyaraat yang menggunakan fasilita 

parkir. Pemungutan retribusi parkir dapat dilaksanakan oleh pribadi atau 

badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan penitipan kendaraan 

bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang menurut bayaran.  
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Besaran pemungutan retribusi parkir pada tiap-tiap daerah disesuaikan dengan 

Peraturan Daerah sebagai landasan hukum operasional dan teknis dalam 

pelaksanaan dan pemungutan retribusi parkir di daerah kabupaten atau kota yang 

bersangkutan 

 

Menurut Pangestu (2005: 54):  

Pemungutan retribusi parkir adalah pengambilan pembayaran berupa 

sejumlah uang yang  harus dibayarkan pengguna jasa parkir sebagai 

sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa pembayaran kepada 

penyelenggaraan tempat parkir. Tempat parkir merupakan tempat yang 

disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan 

dengan pokok usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor dan generasi kendaraan bermotor yang menurut bayaran. 

 

Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan 

pembayaran atas tempat parkir. Retribusi parkir dibayar oleh pengusaha yang 

menyediakan tempat parkir dengan pungut bayaran. Pengusaha tersebut secara 

otomatis ditetapkan sebagai wajib retribusi yang harus membayar retribusi parkir 

yang  terutang. Konsumen yang menggunakan tempat parkir merupakan subjek 

retribusi yang membayar (menanggung) retribusi sedangkan pengusaha yang 

menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib 

retribusi yang diberi kewenangan untuk memungut retribusi dari konsumen. 

 

Retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut oleh Juru Parkir yang ditetapkan 

oleh Dinas Perhubungan dengan menggunakan karcis. Dalam hal pemungutan 

retribusi parkir juru parkir tidak menggunakan karcis, wajib retribusi berhak untuk 

meminta karcis kepada juru parkir. Seluruh hasil pemungutan retribusi parkir 

disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan 

paling lambat 1 x 24 jam.  
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Menurut Pasal 1 Ayat (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi daerah adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau Badan. 

Maknanya adalah retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan barang atau 

jasa yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya dilakukan 

umumnya di tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada badan 

atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas 

(dijatahkan) atau pembayaran dengan periode tertentu yang telah disepakati. 

Permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah dikatakan 

pula bahwa persaingan retribusi antara pemerintah daerah tidak akan menjadi 

bahan pertimbangan dalam menentukan tarif, yang penting adalah bila ada 

pemerintah daerah yang berdekatan mengadakan atau menyediakan barang atau 

jasa yang sama, maka saling tukar informasi menjadi penting untuk mengurangi 

kerugian. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi ciri-ciri retribusi daerah adalah 

sebagai berikut: 

(a) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah; 

(b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang 

langsung dapat ditunjuk; 

(c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkannya atau dengan 

jasa yang disiapkan daerah. 

 

 

Menurut Pasal 125 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah:  
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(a) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

(b) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

Retribusi Jasa Umum.  

 

 

Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Objek Retribusi Jasa Usaha adalah 

pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip 

komersial yang meliputi:  

(a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum 

dimanfaatkan secara optimal; dan/atau  

(b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara 

memadai oleh pihak swasta.  

 

Secara terperinci mengenai jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha disebutkan pada Pasal 

127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang meliputi:  

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;  

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;  

c) Retribusi Tempat Pelelangan;  

d) Retribusi Terminal;  

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;  

f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;  

g) Retribusi Rumah Potong Hewan;  

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;  

i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pembiayaan 

pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahunnya 

relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan 

ekonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang relatif minus dengan kecilnya peran 

PAD dalam APBD, maka upayanya adalah menarik investasi swasta domestik ke 
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daerah minus. Pendekatan ini tidaklah mudah dilakukan sebab swasta justru lebih 

berorientasi kepada daerah yang relatif menguntungkan dari segi ekonomi.
 
 

 

E. Kerangka Pikir 

 

 

Upaya untuk menggali sumber-sumber PAD oleh Pemerintah Daerah 

dilaksanakan dengan mengoptimalisasikan perangkat Daerah. Menurut 

Pertimbangan Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat 

menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

pemerintahan daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu 

kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 

Kecamatan, dan Kelurahan. 

 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehubungan dengan hal ini 

salah satu sumber retribusi di Kota Bandar Lampung adalah retribusi parkir, oleh 

karena itu Dinas Perhubungan dituntut untuk mengupayakan strategi dalam 

pemungutran retribusi parkir.  
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Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Handoko 

(2004: 56-57), bahwa beberapa indikator yang dapat diterapkan dalam 

pelaksanaan suatu strategi oleh organisasi adalah menyusun perencanaan, 

penerapan perangkat kerja yang memadai, pengaturan mekanisme pelaksanaan 

pekerjaan secara jelas dan penerapan sistem evaluasi.   

 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Strategi Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung dalam Pemungutan Retribusi Parkir, sebagaimana dapat dilihat 

pada bagan kerangka pikir berikut ini: 
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